PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 11{ TAHUN 2021
TENTANG

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022 - 2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan
reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efesien, terukur
konsisten dan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang
Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2022 - 2026.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 8534) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5494 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun
2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Pemerinah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 441);



Menetapkan

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 442);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun
2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022 - 2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.

2. Bupati adalah Bupati Sumenep.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut SKPD adalah SKPD  dilLingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumenep.

4. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang
birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan
melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah
bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh,
berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan
paradigma dan dengan upaya luar biasa.

5. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan
induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan
reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu
2010- 2025.

6. Road Map adalah rencana kerja rinci dan
berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan
reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun mendatang.

7. Road Map reformasi birokrasi adalah bentuk
operasional grand design reformasi birokrasi yang
disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali
dan merupakan rencana rinci Pelaksanaan reformasi
birokrasi dari satu tahap ketahap selanjutnya selama
lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

8. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang
diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau
jangka pendek.



10.

11.

12.

13.

(1)

(2)

(1)

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis
dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu
tertentu yang dilakukan untuk organisasi sesuai
dengan kebijakan dan program yang ditetapkan
dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk
mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Monitoring adalah kegiatan mengamati
perkembangan pelaksanaan program Kkegiatan,
mengindentifikasi serta mengantisipasi

permasalahan yang timbul dan atau akan timbul
untuk diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk
suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-
acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.

Pasal 2

Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Sumenep tahun 2022 - 2026 adalah
rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang
menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi
Pemerintah Kabupaten hingga lima tahun kedepan.
Roadmap  reformasi birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) menjadi petunjuk
pelaksanaan bagi pemerintah Kabupaten Sumenep
sebagai dasar untuk mencapai tujuan penyelesaian
kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi.

BAB II
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Sumenep Tahun 2022 - 2026 disusun
dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai
berikut :

BAB | PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH

BAB III  AGENDA REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH DAERAH
BAB IV ~ MONITORING DAN EVALUASI
BAB V PENUTUP
Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
tanggal :9 3 DEC 2071
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